Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS'

- IBUKOTA JAKARTA
'NOMOR 597 TAHUN 2024
"TENTANG

PENUNJUKAN BANK DKI SEBAGAI BANK PENAMPUNG:

. REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -~

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.’

Rekening Kas

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

'Indonesia Nomot-6856);

‘bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 'ay;;ft 2)

Peraturan Gubérnur Nomor 31 Tahun 2023 téntang Tata Cara

Pengelolaan ‘Kas Umum Daerah’ pada Rekening Bank, bahwa.
‘Gubernur. - menunjuk Bank - Umum - sebagal penampung .

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk menyimpan uang

‘daerah yang berasal dari. penerimaan Pemerintah’ ‘Provinsi. :
Daerah Khusus. Ibukota Jakarta dan untuk. membiayai
“pengeluaran - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; .

bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
e e o & perld »mene%pkan Keputusan Gubernur’
Rekent 'Pﬁnurffukan"" Bank DKI' sebagai Bank Penampung

Umum Daerah; .~ .o . ol o7
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi ~Daerah - Khusus TIbukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara : Kesatuan . Republik Indonesia . (Lemhbaran. Negara
Republik  Indenesia - Tahun' 2007 - Nomor -93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); o

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang:Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang "‘Cigta ‘Kerja Menjadi-Undang-~

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

‘Nomor "41,‘.Ta‘mbahah ‘Lembaran Negara Republik Indonesia

N _o'mor{,68-56‘)-;‘ : '

; Uhdéﬁg'—Undahg Nofnor. 30 tahun2014tentan(§ Admm’}stﬁam -_
aonesia -fahun -
ara Republik -

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik In

.Ne
Indonesia ‘Nomor 5601) ' sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng%antl Undang-
Undang Nomor 2:Tahun 2022 tentang Cipta’ Kerja menjadi

'Undan%-UndanEg;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 41,

2023

Tambahan Lembaran Negara Republik



Menetapkan :
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KEEMPAT

Tembusan:

VENOG R LN

2

4. Peraturan , Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2019 _tentan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Republi
Indonesia . Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); = .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis I?er%gel-olaan Keuangan Daerah (Berita Negara
- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); SR

6:. Keputusan Menteri Dalam Ne%gri Nomor 62Tahun 11999 tentang
Pegoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
‘Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Noemor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara
‘Pengelolaan Kas Umum Daerah pada Rekening Bank (Berita.
Daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Tahun 2023
Nomor 62018); - - -

. MEMUTUSKAN: |

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BANK DKI

SEBAGAI BANK PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH.

Mcniinjuk--Bank&DKI‘ sebagai, bank upen'ampiing‘f Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD). = = e T

Penunjukan Bank DKI -seba, a;'ljpcpgmpung RKUD ‘sebagaimana.

dimaksud dalam diktum KESATU ditindaklanjuti dengan Perjanjian

Kerja Sama antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah -

selaku Bendahara Umum Daérah dengan pejabat Bank DKI.

Bunga/ jas'_ai‘giro" yang diperoleh atas dana yang bersumber dari

-

. Angﬁaran Pendapatan dan Be’lanlga Daerah yang -disilggan pada-
bank

a%e'na'mpun RKUD menjadi Penerimaan Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ik Indonesia

Menteri Dalam Negeri R_e[iublik'.'lndon_esia

Menteri Keuangan Repub _

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Republik Indonesia . : '

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta _

Inspektur Provinsi DKI Jakarta® = _

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta =~ -

10. Para Kepala Badan Provinsi' DKI Jakarta -
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. . .
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kclegulau'an Seribu Provinsi DKI Jakarta

13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta



